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Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara R 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Ka bu paten Daerah-daerah Pembentukan 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

Mengingat 

Menimbang 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARl RA YA TAHUN 2 20 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENWONOGIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

TENT ANG 

NOMOR 30 TAHUN 2020 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 

SALINA 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 t n ang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada P gawai 

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, rota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non P gawai 

Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, ferlu 

menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pe unjuk 

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 11 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R 
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~006 

Republik Indonesia Nomor 6515); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 
tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Menleri 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng 

9. 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Ind nesla, 
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima P nfiun 
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik In 
Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran efa,ra 

II Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 201W 
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara N sibnal 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-U 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 t n .ang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Re ublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Le bJnnn 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2014 Tahun 23 6. Undang-UndangNomor 

82, 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5234) sebagai mana telah diubah dengan Undarig-U 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemben ukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
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PERATURAN PETUNJUK TENT ANG BUPATI Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 9); 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksuddengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai u sur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 11 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD dalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pe b ntu 

bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ehjadi 

kewenangan Daerah. 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 20 0 DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. 

Keuangan Daerah Serita Negara Republik Indonesia ahun 

2011 Nomor 360); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2815 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( erita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ~B6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri alam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaha atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); •• 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK. 05/ 2Q20 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pem e~ian 

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai egeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, A g~ota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non P g~\vai 

Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461); 11 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 ahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Le b,ran 

II 

11 
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Pasal2 
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada: 
a. PNS; 
b. penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gu 

c. penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; 
d. Calon PNS. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARl RA YA 

dan 
uang 

II 
undangan. 

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentu 

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau per 
perundang-undangan. 

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 11 

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah do 
yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (P 

Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan peru ang- 

perundang-undangan. 
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga n gara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Slpil 
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mend duki 

jabatan pemerintahan. 
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketu an 

wakil ketua DPRD Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan per 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumb r dari 

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersama ap; 

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkal SP2D dalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
(BPKD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
SPM. 
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Pasal6 

Pasal 5 

Pasal 4 

Pasal 3 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi NS 

paling banyak meliputi : 

a. Gaji pokok 

b. tunjangan keluarga ; dan 

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(1) 1'unjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu se e ar 

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Ray 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulanpada 2 (dua) bulan sebelum 

Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan se epar 

pengahasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya pengha il~n, 

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunj n~an 

Hari Raya. 

1'unjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada : 

a. Pejabat Negara; 

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara J b~tan 

pimpinan tinggi; 

d. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama. 

PNS dan Calon PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a dan uruf 

d) meliputi PNS dan Calon PNS dalam jabatan : 
a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; 

b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; 

c. fungsional ahli madya; 

d. fungsional ahli muda; 

e. fungsional ahli pertama; 

f. fungsional penyelia; 

g. fungsional mahir; 

h. fungsional terampil; 

1. fungsional pemula; dan 

J. pelaksana; 
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BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA 

Pasal 11 

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Ha Raya 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja 

sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pad a a au ( 1) 

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah nggal 
Hari Raya. 

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 tidak 

dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan ke entuan 
peraturan perundang-undangan. 1 1 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di ta ggung 

pemerintah. 

Pasal9 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi 

PNS, paling banyak meliputi: 

a. 80 % (delapan puluh persen ) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan kelurga; dan 

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 

Pasal 8 

Pasal 7 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1) diberikan bagi : 

a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau 

b. penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang, I I 
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan se elum 

bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau PD temp t PNS 

bekerja. 
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19 1999032 007 

~~~~ sesuai dengan aslinya 
B IAN HUKUM 

!ANTI SH.M.Hum. 

SERITA DAERAH KASUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 
NOMOR 30 

Diundangkan di Wonogiri 

Pada tanggal 13 Mei 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
ttd 

TEGUH SETIYONO 

SUPATI WONOGIRI 

ttd 

JOKO SUTOPO 

Ditetapkan di Wonogiri 

Pada tanggal 13 Mei 2020 

Pasal 14 

Pasal 13 

SASV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dapat bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

SABIV 

PENDANAAN 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per turan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonogi i. 

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Wonogiri 

32 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Ray 

Gaji Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri ( 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan diny akan 
tidak berlaku. 


